BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
'NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAR'
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Mengingat

b,

Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara, maka Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah di atur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;

bahwa sehubungan dengan msksud huruf a tersebut diatas,
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung
Utara tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan 8ipil Kabupaten Lampung
Utara.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55} dan

+ Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Repblik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57] tentang
Pembentukan Daerah Tingkat H termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19589 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821j;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494];

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara- Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Neomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3 N



6.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}); |

Peraturan Daerah Kabupaten Lampug Utara Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5}.

H

MEMUTUSKAN:

4

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA - i

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

¢ ® N o Rk M

10.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Utara.

Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung
Utara,

Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Lampung
Utara,

Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Desentralisasi adalah penyeraharn ° wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau perangkat pusat di daerah.

11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

12.

kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Lampung Utara.



13.

14.

15.

16.

17.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung
Utara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung
Utara.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Kabupaten Lamnpung Utara, \

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
yvang dalam pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara
didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta
bergifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Kabupaten Lampung Utara.

Bagian Kesatu
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 2

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.,

. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

. menyelenggarakan fungst:

a. penyvusunan program dan anggaran;

b. pengelolaan keuangan;

c. penge‘lolaan petlengkapan, urusan tata usah& rumah
tangga dan barang milik negara;

d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara

e. penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

f. perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan serta inovasi

pelayanan adminisirasi kependudukan;

pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

pelaksanaan  pengelolaan informasi administrasi

kependudukan;

pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;
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pelaksanaan inovast pelayanan  administrasi
kependudukan;

m. pembinaan,  koordinasi,  pengendalian  bidang

administrasi kependudukan;

n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan

0. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Qrganisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, terdiri dari:

RSO MO DR

Kepala;

Sekretariat;

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Is.ependudukan
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
Kelompok Jahatan Fungsional.

Paragraf 3
Kepala

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

(2)

Sipilmempunyai tugas pokok memimpin,pelaksanaan
kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan
administrasi umum dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian merumuskan pedoman/kebijakan
peleksanaan teknis dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan mcmtonng
pelaksanaan program/kegiatan;

c. pelaksanaan pelayanan umum dibidang kependudukan
dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan pendaftaran administrasi kependudui{an
dan pencatatan sipil; dan

e. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengaxz ketentuan
yang berlaku. i



Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 5

(1) SekretariatDinas  Kependudukan dan Pencatatan

Sipilmempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga
dan urusan Aparatur Sipil Negarakepada: semua unsur di
lingkungan dinas.

(2) Untuk ‘melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, Sekretariat menyelenggarakan fugsi:
a. koordindsi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan barang milik negara;

d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan

e. pelaksanaan ftugas lain yang diberikan atasan sesual
ketentuan yang berlaku.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

{1} Sekretariat, membawahi;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
¢. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat

(1)

(2)

(1}, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.,

¥

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

pembinaan serta melakukan wurusan ketatausahaan,

perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan kegiatan

hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi

lingkungan serta proses administrasi pengelolaan dan

pembinaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah

sebagai berikut:

a. menylapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
urusan umum;

b. melaksanakan kegiatan administrasi wnum dan
ketatausahaan;

¢. melaksanakan wurusan rumah tangga, ketertiban,
keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;

d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan
masyarakat dan penyiapan rapat-rapat dinas;

e. memelihara dan merawat kendaraan  dinas,
perlengkapan kantor serta aset lainnya; ‘



(1)

(2)

b

mengelola administrasi kepegawaian;

menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar penﬂaxan
pekexj;aan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janii
pegawa.i gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan
pegawai di lingkup dinas;

men}mpkan bahan membina kepegawaian dan disiplin
pegawai di lingkup badan; ,

mengelola data kearsipan umum dan kepegawaian,
perpustakaan dan dekumentasi;

mengelola | administrasi kepegawaian tenaga
honorer/tenaga harian lepas/tenaga kontrak daerah di
lingkup Badan;

menyiapkan bahan pengembangan sumber daya
aparatur untuk ikut p(ﬁnd;dxkaﬁ, pelatihan, kursus dan
pembinaan lainnya;

melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi

pengelolaan ketatausahaan dengan satuan/unit kerja
ferkait; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan ketentuan;yang berlaku.

Pasal 8

Bub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelolaan administras: keuangan
dan perlengkapan dalam lingkungan dinas. -~

Uraian' tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapm,
adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran;

b.

c.
d.

melaksanakan kegiatanpengelolaan anggaran,
perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;

menyusun laporan pertangungjawaban keuangan,; ‘
menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan;

menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi
keuangan terhadap bendaharawan,;

melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi
keuangan dengan satuan/unit kerja terkait;
menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan
sarana dan prasarana kantor;

melaksanakan  kegiatan pengeloiaan penyediaan,
penyimpanan dan pendistribusian serta inventarisasi
barang dan aset lainnya;

melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pada
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

melaksanakan tugas lain yang dxbenkan atasan sesuai
dengan ketentuan yvang berlaku



(1)

(2)

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas

pokok melaksanakan identifikasi, perumusan, pengkajian,

pemantauan, pengendalian, penyusunan perencanaan,

program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah

sebagai berikat:

a. menyiapkan bahan usulan, perubahan dan pembahasan
rencana kerja dan anggaran;

b. mengumpulkan bghan, menganalisis dgn menyajikan
data informasi;

¢. menyiapkan bahan perumusan rencana dan menyusun
program serta memiasilitasi dan = melaksanakan
kerjasama dibidangperencanaan dan evaluasi dinas;

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan evaluasi
dan pelaporan dibidang perencanaan , dan evaluasi

dinas;
e. menyiapkan = babhan perencanaan evaluasi,
melaksanakan evaluasi serta penyajian seluruh

laporan kegiatanperencanaan dan evaluasi dinas;

f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

g. menyiapkan  bahan dan menyusun  laporan
pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Penctapan Kinerja dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja
Serta Sistem Kompetensi Jabatan (SKJ); dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

= SR Pasal 10 :

(1) Bidang .Pelayanan Pendaftaran Penduduk, ‘mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyiapan- perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pelayanan pendaftaran penduduk. :

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

4

pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran

Pendudukmenyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran
penduduk;

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

¢. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk;

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

€. pelaksanaan  penerbitan dokumen  pendaftaran
penduduk;

f.

pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan
pendaftaran penduduk;



pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk; dan i

h. melaksanakan tugas lain yang diberiken oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukdipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
+  bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
a. Seksi Identitas Penduduk; -
b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
c. Seksi Pendataan Penduduk.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

(1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas menyiapkan
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelayanan dan penerbitan dokument pendaftaran
penduduk.

(2) Uraian tugas Seksi Ildentitas Penduduk, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
identitas penduduk dan melaksanakan penerbitan
identitas penduduk;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis identitas
penduduk yang meliputi:

(1) fasilitasi pelaksanaan  pelayanan biodata nomor
induk kependudukan dan kartu keluarga penduduk;

(2) menyiapkan nomor kendali kartu keluarga dan
kartu tanda penduduk elektronik;

(3) menyiapkan dan melaksanakan dan memfasilitasi
penerbitan dan pencetakan kartu tanda penduduk
elektronik;

(4) mendistribusikan blangko dokumen kependudukan;

(5) memfasilitasi perubahan biodata penduduk;

(6) advokasi dan sosialisasi pelaksanaan penerbitan
identitas penduduk; dan

(7) melaksanakan  sosialisasi program  pelayanan
identitas penduduk.

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis identitas
penduduk; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -

l .‘ \



(1)

@)

(1)

(2

Pasal 13

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan bahan perencanaan, peruamusan

kebijjakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaaan pelayanan pindah datang penduduk.

Uraian tugas Seksi Pindah Datang Penduduk, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan behan perumusan kebijakan tekms pindah
datang dan pindah keluar penduduk;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pmcian datang
dan pindah keluar penduduk yang meliputi:

(1) pendaftaran pindah datang dan. pindah keluar
penduduk Warga Negara Indonesia;

(2) peridaftaran pindah dateng dan' pindah keluar
penduduk orang asing dalam wilayah Negara
Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI); -~

{3} fasilitasi pelaksanaan pendaftaran erang asing
tinggal tetap dan pendaftaran orang asing tinggal
terbatas;

(4) ifasilitasi dan pelaksanaan pendaftaran peﬁduéuk
lintas batas wilayah Negara; dan

(5) sosialisasi program pindah datang dan pindah
keluar penduduk. A

c. menylapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pindah
datang dan pindah keluar penduduk;

d. melaksanakan tugas ketatausahaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-~

Pasal 14

Seksi Pendataan Pedudukmempunyai fugas pokok
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan tieknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaaan pendataan penduduk.
Uraian tugas Seksi Pendataan Pedudukadalah sebagai
berikut: 3
a. menyiapkan bahan perumusan - kebijakan teknis
pendataan penduduk;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan
penduduk yang meliputi: -
(1) penduduk korban bencana;
(2) penduduk daerah terbelakang;
(3) penduduk orang terlantar; dan
(4} penduduk non permanen.
c. penduduk rentan administrasi kependudukan;

d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis
pendataan penduduk; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Paragraf 6
Bidang Pelayanan Pencatatan Slpxi

Pasal 15

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan

sipil.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan

Sipilmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan
pencatatan sipil;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan

sipil; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

(3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sxpﬂd&punpm oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

.3 .

Pasal 16

{1)Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahx
a. Seksi Kelahiran;
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan

¢. SeksiPerubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian.

(2) Masing-masing Seksi pada Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipildipimpin oileh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

A

Pasal 17

{1) Seksi Kelahiranmempunyai tugas pokok melakukan
penylapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan
pelayanan pencatatan kelahiran.

{2} Uraian tugas Scksi Kelahiran, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan Kkebijakan teknis
kelahiran;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kelahiran yang
meliputi:
(1) fasilitasi, advokasi, supervisi dan konsultansi
pelaksanaan pencatatan kelahiran;
(2} penyusunan program pencatatan dan pelaksanaan
penerbitan pencatatan kelahiran;
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(3) sosialisasi kebijakan dan program pelaksanaan
pencatatan kelahiran; dan
{4) pencatatan kelahiran.

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis

kelahiran; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(1)

(2)

@

sesuai dengan ketentuan yang berlalku.

Pasal 18

Scksi Perkawinan dan Perceraianmempunyai tugas pokok

mempunyai  tugas melakukan  penyiapan  bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan

perkawinan dan perceraian.

Uraian tugas Secksi Perkawinan dan Pereerazan, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
perkawinan dan perceraian;

b, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perkawinan dan
perceraian yang meliputi: ‘

(1) penyusunan program pencatatan perkawinan dan
perceraian; )

(2) pencatatan perkawinan dan perceraian;

(3) fasilitasi, avokasi, supervisi dan konsultansi pada
permohonan dan pelaksanaan pencatatan
perkawinan dan perceraian; dan

(4) sosialisasi program pencatatan perkawinan dan
perceraian non muslim,

¢. menylapkan bahan laporan pelaksanaan teknis
perkawinan dan perceraian;

d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19 y

SeksiPerubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematiar, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksamm pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,
pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan
pencatatan kematian.

Uraian tugas Seksi Perubahan Status  Anak,

Pewarganegaraan dan Kematian, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan Kkebijakan teknis
perubahan status anak, pewarganegaraan, kematian
dan akta catatan sipil serta peristiwa penting lainya;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perubahan
status anak, pewarganegaraan, kematian dan akta
catatan sipil dan peristiwa penting lainya yang
meliputi:

i1



(1) program perubahan status anak, kewarganegaraan,
kematian dan akta catatan Slpﬂ gerta peristiwa
penting lainnya,

(2} mfm;asﬂztasz, advokasi, suverfisi dan koordinasi
pelaksanaan perubahan pada stafus anak,
kewarganegaraan, kematian, akta .ceatatan sipil
serta peristiwa penting lainya; :

(3) melaksanakan pemutakhiran data pe}aksanaan
perubahan  status anak, kewarganegaraan,
kematian den akta catatan sipil serta peristiwa
penting lainnya; dan

{4} melaksanakan pengelolaan arsip pencatatan sipil.

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis
perubzhan status anak, pewarganegaraan, kematian
dan akta catatan sipil serta peristiwa penting lainnya;

d. melaksanakan tugas bidang ketatausahaan bidang;
dan . _

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Paragraf 7
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 20

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
dibidang pengelolan informasi administrasi
kependudukan. ‘

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrast kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

¢. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelolaan  informasi administrasi  kependudukan
yang meliputi sistem informasi  administrasi
kependudukan, pengolahan dan penya_]larl data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi;
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d.

e.

£,

pelaksanaan  pengelolaan informasi administrasi
kependudukan vyang meliputi sistem informasi
administrasi  kependudukan, pengolahan  dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

(3] Bidang Pengelolaan Informasi Adm:tmstram Kependudukan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala E}iﬁa‘s

Pasal 2 1

(1) Bidang Pingelolaan Informasi Admzmstrasz Kependudukan,
membawahi: |

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependﬁdum
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

dan

¢. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusxa Teknologx

Informasi dan Komunikasi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

(1) Seksi BSistemn Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyal tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi
administrasi kependudukan.

{2) Uraian tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, adalah sebagai berilout:

a.

b.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

sistem informasiadministrasi kependudukan;

menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sistem
informasi administrasi kependudukan yang meliputi:

(1) pengembangan sistem informasi administrasi
kependudukan; :

(2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
jaringan komunikasi data kependudukan -serta
aplikasi sistem informasi administrasi
kependudukan;

(3) operasional sistem  informasi administrasi
kependudukan;

{4) pemantauan, analisis dan evaluasi seria
pengawasan pengembangan sistem informasi
administrasi kependudukan; dan

{5} melaksanakan pengembangan potensi operator
_ sistern informasi administrasi kependudukan.
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(1)

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sistem
informasi administrasi kependudukarn; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukanmempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan
pengolahan dan penyajian data kependudukan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengolashan dan Penyajian Data,

(1)

(2)

adalah sebagai berikout:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pengolahan dan penyajian data kependudukan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan dan
penyajian data kependudukan yang meliputi;
(1) membangun Bank Data Kependudukan;,
(2) pemutakhiran data penduduk dan menggunakan
sistem informasi administrasi kependudukan;
(3) menyajikan data penduduk untuk perencanaan
pembangunan dan kepentingan lainnya; dan
(4) membangun data aplikasi data kependudukan
daerah.
c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan ' teknis
pengolahan dan penyajian data kependudukan;
d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‘ %

o

Pasal 24

SeksiTata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi dan Komunikasi,mempunyai tugas pokok
melakukan melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan
pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi  dan
komunikasi serta sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi.

Uraian tugas Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia
Teknologi Informasi dan Komunikasi,, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata
kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi
dan konmunikasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata kelola dan
sumber daya manusia, teknologi, informasi dan
komunikasi; a

¢. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata

kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi
dan komunikasi;

d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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Paragraf 8
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal 25

{1} Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayananmempunyai  tugas  pokok  melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Pemanfaatan data dan dokumen
Kependudukan, kerjasa sama administrasi kependudukan
dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data' dan Inovasi
Pelayananmenyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama serta mavam
pelayanan administrasi kependudukan;

b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

¢. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja
sama  serta ' inovasi pelayanan  administrasi
kependudukan;

d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kekependudukan,;

e. pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan

h. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan

‘ yang berlaku.

(3) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanandipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26 |

{1} Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Peiayanan,
membawahi:

a. Seksi Kerjasama;

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
dan o

c. Seksi Inovasi Pelayanan. ‘

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1},
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

{(3) Seksi Kerjasamamempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
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teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja

sama administrasi kependudukan.

{4) Uraian tugas Seksi Kerjasama, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
kerjasama kependudukan dan pencatatan sipil serta
vustisi kependudukan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan tek:nzs kerjasama
kependudukan dan pencatatan sipil ser;'ta. yustisi
kependudukan yang meliputi:

(1) fasilitasi pelaksanaan kerjasama kﬁpendudukan dan
pencatatan sipil; dan

(2) fasilitasi pelaksanaan yustisi kependudukan.

¢. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis
kerjasama kependudukan dan pencatatan sipil serta
yustisi kependudukan;

d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‘ Pasal 28
(1) Seksi * Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukanmempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
{2} Uraian tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan, adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan yang meliputi:

{1) fasilitasi pelaksanaan penyusunan indikator
kependudukan;

(2) fasilitasi dalam pelaksanaan penyusunar
penerbitan dan perumusan aplikasi proyeksi
penduduk;

(3) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
identitas penduduk pada usia anak, remaja,
pemuda, usia produktif dan lanjut usia; dan

(4) fasilitasi dan evaluasi penyusunan analisis jumlah
penduduk, struktur dan komposisi penduduk. -

c. menyiapksn bahan laporan pelaksanaan teknis
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuail dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

{1) Seksi Inovasi Pelayananmempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaaan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan.

(2) Uraian fugas Seksi Inovasi Pelayananadaiah sebagai
berikut: ‘
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a. menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis inovasi
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis inovasi
pelayanan dan kegiatan penyuluhan kependudukan dan
pencatatan sipil; “

c. menyiapkan bahain laporan pelaksanaan teknis inovasi
pelayanan kependudukan darn pencatatan sipil;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas Aparatur Sipil Negara.

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan yang berlalku.

BABIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi
sesuai dengan  Jabatan © Fungsional masing-masing
berdasarkan,Peraturan Perundang-undangan. yang berlaku.

. ,{
- Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional membawahi sejumlah
tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2} Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

{3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesual Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

{4) Pembinaan térhadap Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

+

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

« {1) Dalam melaksanakan tugas Aparatur Sipil NegaraPimpinan
Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi,
intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungannya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas kedinasan.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab
kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala
terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan
Pengawasan Melekat (WASKAT).
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Pasal 33

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab
dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat
pada waktunya. !

(8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing Lkepada
atasan, tembusan satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

{4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan
Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan,

Pasal 34

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan
Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas atasan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas
para Kepala Sub Bagian berada dalam koordinasi'seorang
Kepala Sub Bagian yang ditunjuk oleh Atasan Satuan
Organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar
Urut Kepangkatan. ;

X ‘
Pasal 35 i

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-
masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan-
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya
_ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian

diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 37
Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang
berlaku.
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BAB VI

: PENUTUP

_ P&sél a3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 86
sampai dengan pasal 109 Peraturan Bupati Lampung Utara
Nomeor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 22)
dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Utara.

w Pasal 40
Peraturan DBupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.
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